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Bupati Buton Selatan H. Mu-
hammad Adios, S.Sos., M.B.A., 
mengatakan, penguatan koordinasi 
dengan PLN merupakan bagian dari 

BUTON SELATAN, BP BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Bu-
sel), Sulawesi Tenggara, mendorong peningkatan layanan listrik menjadi 
24 jam secara bertahap di wilayah kepulauan pada 2026-2027. Upaya 
tersebut ditempuh melalui koordinasi dengan PT PLN di Makassar serta 
persiapan usulan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
di Kecamatan Siompu dan Kadatua.

upaya pemerintah daerah memper-
luas akses energi dan meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. Pasokan 
listrik yang andal dinilai penting 

untuk menunjang akti-
vitas masyarakat seka-
ligus membuka pel-
uang pengembangan 
ekonomi desa.

Koordinasi terse-
but dilakukan Bagian 
Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Buton Se-
latan bersama jajaran 
PLN di Makassar. Per-

temuan itu diterima 
langsung oleh General 
Manager PLN beserta 
jajaran untuk mem-
bahas peningkatan 
keandalan pelayanan 
kelistrikan dan perlu-
asan waktu layanan di 
wilayah kepulauan.

Kepala Bagian Per-
ekonomian dan Sum-
ber Daya Alam Setda 
Busel mengatakan, 
pemerataan listrik ti-
dak sekadar menye-
diakan penerangan, 
tetapi juga mendukung 
pendidikan dan kegia-

BAUBAU, BP- 
Wakil Wali Kota Bau-
bau Ir. Wa Ode Ham-
sinah Bolu, M.Sc., 
mengajak generasi 
muda memperkuat 
patriotisme, kegigi-
han, dan kepedulian 

Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Wawali Baubau Wa Ode 
Hamsinah Dorong Pemuda Berkarakter Kuat dan Berempati

sosial sebagai mod-
al membangun masa 
depan Indonesia. Se-
ruan itu disampaikan 
saat memimpin Up-
acara Peringatan Hari 
Sumpah Pemuda ke-
98 di Kota Baubau, 
Rabu (28/10/2026), 

dengan tema nasional 
â€œPatriotik, Gigih, 
Berempati: Pemuda 
untuk Indonesia” .

Dalam amanat 
Menteri Pemuda dan 
Olahraga Erick Tho-
hir yang dibacakann-
ya, Wa Ode Hamsinah 

menekankan bahwa 
kemajuan bangsa tidak 
semata-mata diten-
tukan pembangunan 
fisik, kecanggihan te-
knologi, atau kelimpa-
han materi. Kualitas 

SULTRA, BP- Bank 
Sulawesi Tenggara 
(Bank Sultra) mem-
perluas layanan per-
bankan dengan meng-
hadirkan Sultra Prime 

Bank Sultra Luncurkan SUPRIME dan Safe 
Deposit Box, Gubernur ASR Resmikan 

di Kendari

(SUPRIME) bagi na-
sabah prioritas dan 
Safe Deposit Box un-
tuk penyimpanan ba-
rang berharga. Kedua 
layanan tersebut dire-
smikan Gubernur Su-

lawesi Tenggara Andi 
Sumangerukka pada 
malam penutupan Bu-
lan Inklusi Keuangan 
(BIK) 2026 di ka-

YOGYAKARTA, 
BP- Bupati Buton 
Tengah, Dr. Azhari, 
membahas desain 
pengembangan Trans 
Maritim bersama 
akademisi Univer-
sitas Gadjah Mada 
(UGM) di Fakultas 
Geografi UGM, Se-

Bupati Azhari Gandeng UGM, 
Matangkan Desain Trans 
Maritim Buton Tengah

lasa (27/10/2026). 
Kolaborasi ini diar-
ahkan untuk mem-
perkuat ekonomi daer-
ah melalui integrasi 
potensi kelautan, ka-
wasan pesisir, tata ru-
ang, dan pariwisata se-
cara berkelanjutan.

BAUBAU, BP- 
Ikatan Motor Indone-
sia (IMI) Kabupaten 
Buton Selatan meny-
iapkan tiga pembalap 
pemula untuk mengh-
adapi Pekan Olahraga 
Provinsi (Porprov) Su-
lawesi Tenggara (Sul-
tra) XV 2026 di Kota 
Kendari pada Desem-

IMI Buton Selatan Bidik 
Delapan Kelas Porprov Sultra 

2026, Tiga Pembalap Disiapkan

ber mendatang. Pen-
jaringan atlet masih 
berlanjut untuk me-
menuhi target keikut-
sertaan pada delapan 
kelas yang dipertand-
ingkan.

Ketua IMI Bu-
ton Selatan, Harianto 
Amane, mengatakan 
seleksi awal dilakukan 
untuk mengidentifika-
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JAKARTA, BP- 
Perdebatan menge-
nai pengaturan pen-
ingkatan kekayaan 
yang tidak wajar 
(illicit enrichment) 
mewarnai pembaha-
san Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) 
Perampasan Aset di 
Komisi III DPR RI. 
Guru Besar Fakultas 
Hukum Universitas 
Hasanuddin (Unhas), 
Said Karim, meno-
lak konsep tersebut 
dimasukkan ke da-
lam RUU, sementara 
koalisi masyarakat 
sipil menyoroti du-
gaan penghapusan 
ketentuan serupa 
dari draf DPR.

Perbedaan pan-
dangan itu menge-
muka dalam Rapat 
Dengar Pendapat 
Umum (RDPU) 
Komisi III DPR ber-
sama sejumlah or-
ganisasi masyarakat 
sipil dan peneliti di 
Jakarta, Senin-Sela-
sa (26-27 Oktober 
2026). Pembahasan 
tersebut menjadi ba-
gian dari penyusu-
nan regulasi yang 
ditargetkan DPR di-
sahkan paling lambat 
15 Desember 2026.

Said menilai illicit 
enrichment termasuk 
ranah hukum pidana 
materiil, sedangkan 
RUU Perampasan 
Aset berkaitan den-
gan hukum acara pi-
dana. Menurut dia, 
perbedaan mendasar 
kedua bidang hu-
kum tersebut harus 
diperhatikan agar 
pembentukan un-
dang-undang tidak 
mencampuradukkan 
pengaturan tindak 
pidana dengan me-
kanisme perampasan 
aset.

JAKARTA, BP- 
Revisi Undang-Un-
dang Pemberantasan 
Tindak Pidana Ko-
rupsi (UU Tipikor) 
mendapat dukungan 
Komisi III DPR. 
Wakil Ketua Komi-
si III DPR Ahmad 
Sahroni meminta 
pembaruan regulasi 
tersebut dilakukan 
secara hati-hati, ter-
utama dalam mer-
umuskan definisi 
korupsi dan men-
gatur praktik un-
der-invoicing, agar 
penegakan hukum 
berjalan efektif tan-
pa menimbulkan 
ketidakpastian bagi 
dunia usaha.

Sahroni menyam-
paikan dukungan itu 
saat dihubungi pada 
Selasa (27/10/2026), 
menanggapi usulan 
Menteri Koordina-
tor Bidang Hukum, 
Hak Asasi Manusia, 
Imigrasi, dan Pe-
masyarakatan, Yus-
ril Ihza Mahendra. 
Menurut Sahroni, 
penguatan perangkat 
hukum merupakan 
bagian penting da-
lam upaya pember-
antasan korupsi.

“Menurut saya, 
setiap upaya mem-
perkuat pemberan-
tasan korupsi tentu 
perlu kita dukung, 
termasuk jika ada 
kebutuhan untuk 
merevisi UU Tip-
ikor,” kata Sahroni.

Salah satu aspek 
yang menjadi per-
hatian ialah prak-
tik under-invoicing, 
yakni pencantuman 
nilai transaksi per-
dagangan yang leb-
ih rendah daripada 
nilai sebenarnya, 
baik berdasarkan 
harga, jumlah, mau-
pun volume barang. 
Sahroni menilai 
praktik tersebut per-
lu dipertimbangkan 
dalam pembahasan 
revisi, terlebih kare-

RUU Perampasan Aset Memanas, Pakar 
Unhas Tolak Illicit Enrichment Masuk 

Aturan

Laporan: Alwan “Maafkan kalau 
ada yang berbeda 
pendapat dengan 
saya, saya menya-
takan dengan tegas 
bahwa tidak perlu. 
Sekali lagi saya ka-
takan, tidak perlu,” 
kata Said dalam ra-
pat tersebut.

Illicit enrichment 
merujuk pada pen-
ingkatan kekayaan 
seseorang, khusus-
nya pejabat publik, 
yang tidak sebanding 
dengan penghasilan 
sah atau tidak dapat 
dijelaskan asal-usul-
nya secara wajar. 
Said mengingatkan 
bahwa kepemilikan 
harta dalam jumlah 
besar tidak otom-
atis membuktikan 
seseorang melaku-
kan tindak pidana. 
Menurut dia, sanksi 
atas kekayaan yang 
tidak wajar umumn-
ya berkaitan dengan 
pembuktian tindak 
pidana lain, seperti 
korupsi atau pencu-
cian uang.

Said juga meru-
juk pada Konvensi 
Perserikatan Bang-
sa-Bangsa Antiko-
rupsi atau United 
Nations Convention 
Against Corruption 
(UNCAC). Pasal 20 
konvensi yang di-
adopsi pada 2003 
itu meminta negara 
pihak mempertim-
bangkan kriminalisa-
si illicit enrichment 
dengan memperha-
tikan konstitusi dan 
prinsip dasar sistem 
hukum masing-mas-
ing. Indonesia mer-
atifikasi UNCAC 
melalui Undang-Un-
dang Nomor 7 Tahun 
2006.

Dalam paparan-
nya, Said menying-
gung pengalaman 
Nigeria, Sri Lan-

ka, Bangladesh, 
Ukraina, dan Ugan-
da yang menurut 
penilaiannya belum 
menunjukkan hasil 
memuaskan dalam 
penerapan konsep 
tersebut. Ia meminta 
agar ruang lingkup 
tindak pidana yang 
menjadi dasar per-
ampasan aset tidak 
terlalu luas, kriteria 
aset dirumuskan se-
cara tegas, serta pen-
gawasan dilakukan 
oleh lembaga inde-
penden. Profesional-
isme aparat penegak 
hukum, kata dia, juga 
harus menjadi perha-
tian untuk mencegah 
penyalahgunaan ke-
wenangan.

Sementara itu, 
koalisi masyarakat 
sipil yang terdiri atas 
Indonesia Corrup-
tion Watch (ICW), 
Auriga Nusantara, 
PSHK, Transparen-
cy International In-
donesia (TII), dan 
sejumlah organisasi 
lainnya mengidenti-
fikasi sedikitnya tiga 
persoalan substansi-
al dalam draf RUU 
Perampasan Aset 
versi DPR tertanggal 
10 Juli 2026 diband-
ingkan dengan draf 
pemerintah. Salah 
satu persoalan yang 
disoroti ialah dugaan 
penghapusan keten-
tuan mengenai pen-
ingkatan kekayaan 
yang tidak wajar.

Ketentuan terse-
but terdapat dalam 
Pasal 5 ayat (2) draf 
pemerintah versi 
2023, yang memuat 
pengaturan menge-
nai perampasan aset 
yang tidak seimbang 
dengan penghasilan 
dan tidak dapat di-
buktikan asal-usul 
sahnya. Koalisi me-
nilai ketentuan itu 

dapat menjadi in-
strumen untuk me-
nelusuri kekayaan 
pejabat publik yang 
tidak sebanding den-
gan penghasilan re-
smi mereka.

Secara historis, 
pembahasan RUU 
Perampasan Aset di 
Indonesia telah ber-
langsung selama ber-
tahun-tahun. Pada 
Mei 2023, pemer-
intah mengirimkan 
surat presiden kepa-
da DPR untuk men-
dorong pembahasan 
rancangan tersebut. 
Namun, RUU itu ti-
dak selesai dibahas 
pada periode DPR 
2019-2024. Pada 
Oktober 2026, DPR 
menetapkannya se-
bagai usul inisiatif 
DPR dan memben-
tuk Panitia Kerja 
(Panja) yang dipimp-
in Habiburokhman 
dari Fraksi Gerindra, 
dengan Soedeson 
Tandra dari Fraksi 
Golkar sebagai wakil 
ketua.

Dalam konteks in-
ternasional, UNCAC 
menempatkan pemu-
lihan aset sebagai ba-
gian penting dari up-
aya pemberantasan 
korupsi lintas nega-
ra. Namun, penera-
pan perampasan aset 
juga menuntut ke-
pastian hukum, per-
lindungan hak mi-
lik, proses peradilan 
yang adil, dan pen-
gawasan terhadap 
kewenangan negara. 
DPR dan pemerin-
tah kini menghada-
pi tantangan untuk 
merumuskan aturan 
yang dapat men-
dukung pemulihan 
aset hasil kejahatan 
tanpa mengabaikan 
prinsip-prinsip per-
lindungan hukum.(*)

Komisi III DPR Dukung Revisi UU 
Tipikor, Pengaturan Under-Invoicing 

Disorot

Laporan: Alwan na persoalan itu juga 
menjadi perhatian 
Presiden Prabowo 
Subianto.

“Saya mendukung 
usulan memasuk-
kan under-invoicing 
ke dalam UU Tip-
ikor. Ini sangat per-
lu dipertimbangkan. 
Karena praktik culas 
ini juga telah men-
jadi perhatian serius 
Presiden Prabowo,” 
ujarnya.

Meski men-
dukung, Sahroni 
mengingatkan agar 
ketentuan baru di-
rumuskan secara 
jelas dan terukur. Ia 
juga meminta pem-
bahasan melibatkan 
ahli hukum, prakti-
si, dan akademisi. 
Kejelasan definisi 
serta batasan tindak 
pidana dinilai pent-
ing agar penerapan 
aturan tidak menim-
bulkan penafsiran 
berbeda maupun 
hambatan dalam 
kegiatan bisnis dan 
perdagangan.

Dorongan revisi 
tersebut muncul di 
tengah upaya menye-
laraskan berbagai in-
strumen hukum pi-
dana nasional. Yusril 
sebelumnya men-
yatakan revisi UU 
Tipikor perlu diper-
timbangkan seiring 
dengan pembaruan 
Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana 
(KUHP), Kitab Un-
dang-Undang Hu-
kum Acara Pidana 
(KUHAP), serta 
pembahasan Ran-
cangan Undang-Un-
dang tentang Peram-
pasan Aset.

“Jadi mau tidak 
mau itu harus ada 
sinkronisasi juga ter-
hadap Undang-Un-
dang Tipikor yang 
ada sekarang ini,” 
kata Yusril, meru-
juk pada kebutuhan 
penyelarasan regula-
si terkait perampas-
an aset.

Dari sisi histo-

ris, Indonesia tel-
ah memiliki Un-
d a n g - U n d a n g 
Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pem-
berantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
Regulasi tersebut 
kemudian diubah 
melalui Undang-Un-
dang Nomor 20 
Tahun 2001, yang 
ditetapkan pada 21 
November 2001. Pe-
rubahan itu antara 
lain dimaksudkan 
untuk memperkuat 
kepastian hukum 
dan mengurangi per-
bedaan penafsiran 
dalam pemberan-
tasan korupsi. 

Pada tingkat in-
ternasional, Majelis 
Umum Perserika-
tan Bangsa-Bangsa 
mengadopsi United 
Nations Convention 
Against Corruption 
(UNCAC) pada 31 
Oktober 2003. Kon-
vensi tersebut mulai 
berlaku secara in-
ternasional pada 14 
Desember 2005 dan 
menjadi instrumen 
hukum internasion-
al yang mengatur 
upaya pencegahan 
korupsi, penegakan 
hukum, kerja sama 
antarnegara, serta 
pemulihan aset. 

Indonesia mer-
atifikasi UNCAC 
melalui Undang-Un-
dang Nomor 7 Tahun 
2006. Yusril menilai 
penyelarasan UU 
Tipikor dengan kon-
vensi tersebut diper-
lukan agar kerangka 
hukum nasional se-
jalan dengan komit-
men internasional. 
Pembahasan revi-
si nantinya perlu 
mempertimbangkan 
kepastian hukum, 
efektivitas pember-
antasan korupsi, 
perlindungan hak 
masyarakat, serta 
kejelasan penerapan 
aturan terhadap akti-
vitas ekonomi. (*)
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SULTRA, BP- 
Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) 
Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Sultra) 
menggelar edu-
kasi bahaya nar-
koba, pencegahan 
perundungan, dan 
pemberian vitamin 
bagi siswa SMAN 
12 Kendari, Sela-
sa (27/10/2026). 
Kegiatan dalam 
rangka memperin-
gati Hari Ulang Ta-
hun (HUT) ke-27 
DWP tahun 2026 
ini diarahkan un-
tuk meningkatkan 
kesadaran pelajar 
terhadap kesehatan 
serta membangun 
karakter yang posi-
tif.

Ketua DWP Sul-
tra, Norma Azadi 
Fadlansyah, men-
gatakan edukasi 
tersebut menjadi 
bagian dari upa-
ya menumbuhkan 
kepedulian terha-
dap kesehatan dan 
perilaku peserta 
didik. Menurut dia, 
sekolah memiliki 
peran penting da-
lam membangun 
lingkungan yang 
aman sekaligus 
membekali siswa 
dengan pengeta-
huan untuk meng-
hindari berbagai 
risiko.

“ P e r i n g a t a n 
HUT ke-27 Dhar-
ma Wanita Persat-
uan tahun 2026 ini 
menjadi momen-
tum untuk mening-
katkan kepedulian 

SULTRA, BP- ” 
Kekeringan berkepan-
jangan yang melanda 
14 daerah di Sulawesi 
Tenggara (Sultra) men-
dorong pemerintah 
provinsi memperkuat 
kesiapsiagaan mengh-
adapi ancaman keba-
karan hutan dan lahan 
(karhutla) serta seba-
ran asap. Berdasarkan 
pemantauan Badan 
Meteorologi, Klima-
tologi, dan Geofisi-
ka (BMKG) per 20 
Oktober 2026, daer-
ah-daerah tersebut tel-
ah mengalami hari tan-
pa hujan (HTH) lebih 
dari 60 hari, sementa-
ra fenomena El Nino 
diperkirakan bertahan 
hingga awal 2027.

Ke-14 daerah itu 
meliputi Kabupat-
en Bombana, Buton, 
Buton Selatan, Buton 
Tengah, Kolaka, Ko-
laka Timur, Konawe, 
Konawe Kepulau-
an, Konawe Selatan, 
Konawe Utara, Muna, 
Muna Barat, Kota Bau-
bau, dan Kota Kendari. 
Adapun wilayah Sultra 
lainnya tercatat men-
galami hari tanpa hujan 
kategori pendek, yakni 
selama 6-10 hari.

Menghadapi kondi-
si tersebut, Pemer-
intah Provinsi Sultra 
menggelar rapat koor-
dinasi penanganan 
kekeringan, karhutla, 
dan sebaran asap di 
Pusat Pengendalian 
Operasi (Pusdalops) 
BPBD Sultra, Kamis 
(22/10/2026). Ra-
pat dipimpin Kepala 
Pelaksana BPBD Sul-
tra La Ode Saifuddin 
dan dihadiri Asisten 
Administrasi Umum 
Setda Sultra Rony Ya-
kob, kepala dinas ter-
kait, unsur TNI-Polri, 
serta instansi lainnya.

Rony Yakob men-
jelaskan, rapat tersebut 
merupakan tindak lan-
jut arahan Gubernur 
Sultra Andi Suman-
gerukka untuk men-
gantisipasi dampak ke-
marau panjang melalui 
koordinasi lintas sek-
tor. Ia menekankan 
perlunya menyatukan 
langkah pemerintah 
provinsi, pemerintah 
kabupaten dan kota, 
Forkopimda, serta in-
stansi teknis dalam 
menghadapi potensi 

HUT ke-27 DWP Sultra, Siswa SMAN 12 
Kendari Dibekali Edukasi Antinarkoba

Laporan: Lisna terhadap keseha-
tan dan karakter 
peserta didik,” 
kata Norma.

Dalam kegia-
tan itu, dr. Suna-
rni Rahmat Halik 
m e n y a m p a i k a n 
materi mengenai 
bahaya narkoba, 
sedangkan Dr. 
Heryanti, S.H., 
M.H., memb-
awakan materi 
pencegahan pe-
rundungan atau 
bullying. Kedua 
materi tersebut 
memberikan pe-
mahaman kepada 
siswa mengenai 
risiko perilaku 
berbahaya serta 
pentingnya mem-
bangun hubun-
gan yang sehat di 
lingkungan seko-
lah.

Edukasi keseha-
tan juga menjadi 
bagian dari agen-
da kegiatan. dr. 
Ulfiandari bersa-
ma tim puskesmas 
m e n y a m p a i k a n 
materi mengenai 
pemberian vitamin 
untuk mendukung 
pemeliharaan kes-
ehatan sejak dini.

Norma berharap 
kegiatan tersebut 
mendorong pe-
serta didik lebih 
memahami pent-
ingnya menjauhi 
penyalahgunaan 
narkoba, mence-
gah perundungan, 
serta menjaga kes-
ehatan. Upaya itu 
juga diharapkan 
dapat mendukung 
terciptanya sua-
sana belajar yang 

aman dan nyaman 
bagi seluruh warga 
sekolah.

“Melalui edu-
kasi bahaya nar-
koba, pencegahan 
bullying, dan pem-
berian vitamin, di-
harapkan peserta 
semakin mema-
hami pentingnya 
menjauhi perilaku 
berisiko, mencip-
takan lingkun-
gan sekolah yang 
aman dan nyaman, 
serta menjaga kes-
ehatan sejak dini,” 
ujarnya.

Setelah pe-
maparan materi, 
para siswa mengi-
kuti sesi tanya 
jawab yang di-
pandu modera-
tor. Sesi tersebut 
menjadi kesem-
patan bagi peserta 
untuk memperda-
lam pemahaman 
mengenai bahaya 
narkoba, langkah 
pencegahan pe-
rundungan, dan 
pentingnya pe-
menuhan kebutu-
han vitamin.

Kegiatan diawa-
li dengan men-
yanyikan lagu In-
donesia Raya dan 
Himne Dharma 
Wanita Persatuan, 
dilanjutkan dengan 
pembacaan doa. 
Kepala SMAN 12 
Kendari, Sudar-
so, S.Pd., M.Pd., 
turut memberikan 
sambutan. Acara 
kemudian ditutup 
dengan foto bersa-
ma.

Kegiatan ini 

mengangkat isu 
yang juga menjadi 
perhatian di ting-
kat nasional dan 
internasional. Di 
Indonesia, upaya 
pencegahan peny-
alahgunaan narko-
ba telah menjadi 
agenda berkelan-
jutan melalui edu-
kasi dan program 
pencegahan yang 
melibatkan berb-
agai unsur mas-
yarakat. Semen-
tara itu, secara 
internasional, Or-
ganisasi Keseha-
tan Dunia (WHO) 
dan UNESCO tel-
ah menerbitkan 
panduan pence-
gahan kekerasan 
dan perundungan 
di sekolah pada 
2019, yang me-
nekankan pentin-
gnya pendekatan 
menyeluruh den-
gan keterlibatan 
sekolah, keluarga, 
dan masyarakat.

Melalui rang-
kaian peringa-
tan HUT ke-27 
ini, DWP Sultra 
menggabungkan 
edukasi perilaku 
dan perhatian ter-
hadap kesehatan 
sebagai bagian 
dari upaya mem-
bangun kesadaran 
pelajar. Kegiatan 
berlangsung di 
SMAN 12 Kendari 
dengan melibat-
kan pemateri dari 
bidang kesehatan 
dan hukum serta 
dukungan pihak 
sekolah.(*)

El Nino Ancam Sultra, 14 Daerah Alami 
Kekeringan Ekstrem Lebih dari 60 Hari

Laporan: Lisna
bencana.

Menurut Rony, 
Sultra disebut sebagai 
daerah kedua di Indo-
nesia yang mengala-
mi kemarau panjang. 
Kondisi itu menjadi 
alasan bagi pemer-
intah daerah untuk 
memperkuat kesiapan 
penanganan, terutama 
dalam mengantisipasi 
kebakaran lahan dan 
dampak kekurangan 
hujan yang berkepan-
jangan.

Dari sisi pengenda-
lian karhutla, La Ode 
Saifuddin meminta 
pemerintah kabupaten 
dan kota, TNI, Polri, 
serta instansi teknis 
meningkatkan peman-
tauan di lapangan. 
Penelusuran penye-
bab kebakaran juga 
diperlukan, termasuk 
mengidentifikasi pi-
hak yang melakukan 
pembakaran apabila 
ditemukan indikasi 
kesengajaan. Kabu-
paten Bombana dan 
Kolaka Timur men-
jadi wilayah yang 
mendapat perhatian 
dalam pemantauan.

“Perkembangan tit-
ik panas harus dilapor-
kan setiap hari kepada 
Gubernur Sultra agar 
potensi kebakaran 
dapat segera ditinda-
klanjuti,”   demikian 
penekanan Saifud-
din dalam koordinasi 
penanganan karhutla. 
Pertukaran informasi 
antarlembaga dinilai 
penting agar langkah 
pencegahan dan pen-
anggulangan berjalan 
terpadu.

Prakirawan BMKG 
Sulawesi Tenggara 
Bismar Rahmat Adi 
memaparkan bahwa El 
NiÃ±o dengan intensi-
tas sangat kuat masih 
memengaruhi kondi-
si cuaca di wilayah 
tersebut. Berdasarkan 
pembaruan data awal 
Oktober 2026, fenom-
ena iklim itu diprediksi 
bertahan hingga awal 
2027 dan berpotensi 
mengurangi curah hu-
jan.

BMKG mem-
perkirakan curah hu-
jan di seluruh wilayah 
Sultra masih berada 
pada kategori rendah 
hingga akhir Oktober 
2026, dengan intensi-
tas maksimal 50 mili-
meter per dasarian atau 
periode sepuluh hari. 
Pada November, hu-

jan diperkirakan mu-
lai meningkat secara 
bertahap, terutama di 
wilayah utara, meski-
pun secara umum ma-
sih berada pada kat-
egori rendah hingga 
menengah.

Sebagian besar 
wilayah Sultra dip-
rakirakan memasu-
ki musim hujan pada 
pertengahan hingga 
akhir Desember 2026. 
Namun, sejumlah 
wilayah di Kabupaten 
Bombana diperkirakan 
baru memasuki musim 
hujan pada awal Janu-
ari 2027. Potensi curah 
hujan tinggi diprediksi 
mulai muncul di be-
berapa wilayah selatan 
pada Desember.

Selain memantau 
curah hujan, BMKG 
mengawasi titik panas 
dan sebaran asap 
melalui citra satelit. 
Bismar menjelaskan 
bahwa kumpulan titik 
berwarna kuning dan 
merah dapat mengin-
dikasikan peluang ke-
beradaan titik panas, 
tetapi tidak secara 
otomatis membukti-
kan telah terjadi ke-
bakaran. Angin yang 
didominasi arah timu-
ran juga berpotensi 
membawa asap dari 
wilayah timur Indo-
nesia, termasuk Papua 
dan Maluku, menuju 
Sultra.

Ancaman keker-
ingan yang berulang 
ini memiliki preseden 
nasional. Data histo-
ris BNPB mencatat, 
hingga akhir Juli 2015, 
kekeringan akibat ke-
marau panjang dan El 
Nino telah melanda 
16 provinsi, 102 ka-
bupaten/kota, dan 721 
kecamatan. Sekitar 
111.000 hektare lahan 
pertanian turut men-
galami kekeringan. 
Sementara itu, kaji-
an BMKG mengenai 
periode 2011- 2020 
menunjukkan bahwa 
kekeringan meteorolo-
gis terjadi setiap tahun, 
dengan kondisi terluas 
dan terparah tercatat 
pada 2015 dan 2019. 
Pengalaman tersebut 
memperlihatkan pent-
ingnya pemantauan 
iklim, pengelolaan 
sumber daya air, dan 
kesiapsiagaan lintas 
sektor untuk mengu-
rangi dampak kekerin-
gan serta karhutla.(*)
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BUTON TEN-
GAH, BP- Pemer-
intah Kabupaten 
Buton Tengah, Su-
lawesi Tenggara, 
memperkuat vali-
dasi dan pemutakh-
iran data stunting 
untuk memastikan 
program pencegah-
an dan penanganan 
balita berisiko dapat 
dilaksanakan secara 
tepat sasaran. Upaya 
tersebut dibahas da-
lam Rapat Disemina-
si dan Publikasi Data 
Stunting tingkat ka-
bupaten yang digelar 
Dinas Kesehatan di 
Hotel Findi, Lakudo, 
Selasa (27/10/2026).

Kabupaten Bu-
ton Tengah memiliki 
sekitar 10.000 bal-
ita pada 2026 yang 
tersebar di tujuh 
kecamatan, dengan 
dukungan 14 puskes-
mas serta 77 desa dan 
kelurahan. Cakupan 
tersebut menjadi tan-
tangan tersendiri da-
lam memastikan data 
pertumbuhan anak 
tercatat secara akurat 
dan dapat digunakan 
sebagai dasar peny-
usunan program pen-
anganan stunting.

Pelaksana Tugas 
Kepala Dinas Kes-
ehatan Buton Ten-
gah, Hasrun Hasanu, 
mengatakan percepa-
tan penurunan stunt-
ing membutuhkan 
keterlibatan berbagai 
pihak. Menurut dia, 
persoalan tersebut 
tidak dapat ditan-
gani hanya melalui 
pelayanan keseha-
tan, tetapi juga me-
merlukan dukungan 
pemerintah daerah, 
pemerintah desa 
dan kelurahan, serta 
masyarakat.

“Kita perlu mem-
perkuat koordinasi 
dan memastikan seti-
ap sektor menjalank-

BUTON, BP- Pe-
merintah Kabupaten 
Buton bersama tokoh 
adat, aparat penegak 
hukum, dan mas-
yarakat Kelurahan 
Takimpo serta Kelu-
rahan Kombeli, Ke-
camatan Pasarwajo, 
memperkuat upaya 
perdamaian melalui 
ritual adat Piagoa 
dan Deklarasi Damai, 
Senin (26/10/2026). 
Bupati Buton Alvin 
Akawijaya Putra, S.H., 
menegaskan kesepa-
katan tersebut harus 
dijalankan secara kon-
sisten untuk mencegah 
konflik berulang dan 
melindungi masa de-
pan generasi muda.

Kegiatan yang ber-
langsung di Jalan Po-
ros, depan Indomaret 
dekat pintu gerbang 
Kelurahan Kombeli, 
itu menjadi momen-
tum untuk memulih-
kan hubungan sosial 
kedua masyarakat. 
Prosesi adat dilanjut-
kan dengan pembacaan 
dan penandatanganan 
deklarasi sebagai sim-
bol kesediaan bersama 
mengakhiri perselisi-
han serta membangun 
kehidupan yang aman 
dan saling menghor-
mati.

Alvin menekankan 
bahwa perdamaian ti-
dak cukup diwujudkan 
melalui penandatanga-
nan dokumen. Seluruh 
pihak harus membuk-
tikan komitmen terse-
but dalam kehidupan 
sehari-hari. Pemer-
intah, katanya, tidak 
ingin terus mengalo-
kasikan waktu, tenaga, 
dan anggaran untuk 
menyelesaikan konflik 
yang semestinya dapat 
dicegah melalui tang-
gung jawab bersama.

“Penandatanganan 
ikrar perdamaian ini 
jangan sampai han-
ya menjadi seremoni 
tanpa makna. Saya 
berharap ini menjadi 
yang terakhir, sehing-

Bupati Buton Alvin Akawijaya Minta Perdamaian 
Takimpo-Kombeli Dijaga, Generasi Muda Jadi 

Perhatian

Laporan:La Harman ga kita tidak perlu lagi 
mengulang kegiatan 
serupa karena perso-
alan perang adat atau 
perang antarkelom-
pok,” tegas Alvin.

Ia meminta to-
koh adat dan keluar-
ga mengambil per-
an lebih besar dalam 
membimbing generasi 
muda. Pemerintah juga 
mengingatkan bahwa 
pelanggaran terhadap 
komitmen perdamaian 
dapat ditindak ses-
uai kewenangan dan 
ketentuan hukum yang 
berlaku. Ketegasan 
tersebut, menurut Al-
vin, ditujukan untuk 
menjaga keamanan 
masyarakat, bukan 
mempertajam perbe-
daan antarkelompok.

Kepala Kejaksaan 
Negeri Buton Sterry 
Fendy Andih, S.H., 
M.H., mengapresiasi 
keterlibatan tokoh adat 
Takimpo dan Kombeli 
dalam proses rekon-
siliasi. Ia mengingat-
kan bahwa konflik ti-
dak hanya merugikan 
pihak yang terlibat 
langsung, tetapi juga 
dapat berdampak ter-
hadap anak-anak, kel-
uarga, dan kehidupan 
sosial masyarakat da-
lam jangka panjang.

Sterry mendorong 
penyelesaian persoa-
lan secara proporsion-
al melalui keluarga dan 
lembaga adat apabila 
memungkinkan, den-
gan tetap memperhati-
kan ketentuan hukum. 
Ia menilai keterlibatan 
tokoh agama, tokoh 
adat, dan unsur mas-
yarakat penting untuk 
mencegah persoalan 
pribadi berkembang 
menjadi konflik yang 
lebih luas.

Kapolres Bu-
ton AKBP Ali Rais 
Ndraha, S.H., S.I.K., 
M.M., Tr., berharap 
kesepakatan tersebut 
menjadi titik balik 
hubungan Takim-
po dan Kombeli. 
Ia mengajak mas-

yarakat mengam-
bil pelajaran dari 
pengalaman masa 
lalu dan mengarah-
kan perhatian pada 
agenda yang lebih 
produktif, terutama 
peningkatan kualitas 
pendidikan, pengua-
tan ekonomi, serta 
persiapan generasi 
muda menghadapi 
persaingan masa de-
pan.

“Jangan sampai 
generasi muda kita 
terus dibebani perso-
alan masa lalu yang 
tidak perlu diwa-
riskan. Mereka harus 
kita persiapkan agar 
mampu bersaing, 
berkarya, dan mem-
bawa nama baik Bu-
ton,” ujarnya.

Sekretaris Daer-
ah Kabupaten Buton 
La Ode Syamsudin, 
S.Pd., M.Si., men-
gatakan perdamaian 
merupakan bagian 
dari upaya melind-
ungi anak-anak dari 
dampak konflik, baik 
secara fisik mau-
pun psikologis. Ia 
berharap generasi 
muda kedua kelura-
han dapat tumbuh 
dalam lingkungan 
yang mendukung 
persaudaraan, rasa 
aman, dan pencapa-
ian cita-cita.

“Ini ikhtiar kita 
agar anak-anak ti-
dak tercederai, baik 
perasaan, jiwa, mau-
pun fisiknya. Kita 
ingin mereka tum-
buh dengan seman-
gat saling mencintai, 
menyayangi, menja-
ga, dan melindungi, 
sehingga dapat me-
neruskan cita-cita 
mereka untuk meraih 
masa depan yang 
lebih baik,” kata 
Syamsudin.

Secara historis, 
pengalaman Indo-
nesia menunjuk-
kan pentingnya 
kesepakatan damai 
yang disertai upa-
ya menjaga hubun-

gan antarkelompok. 
Deklarasi Malino 
untuk Poso pada 20 
Desember 2001 dan 
Perjanjian Malino II 
untuk Maluku pada 
Februari 2002 menja-
di bagian dari upaya 
penyelesaian konflik 
komunal melalui di-
alog dan kesepaka-
tan bersama. Pada 
tingkat internasional, 
Perserikatan Bang-
sa-Bangsa menetap-
kan Hari Perdamaian 
Internasional pada 
1981 dan kemudian 
menetapkan 21 Sep-
tember sebagai hari 
tahunan untuk mem-
perkuat nilai perda-
maian serta nirke-
kerasan. Pengalaman 
tersebut menegaskan 
pentingnya menjaga 
kesepakatan melalui 
tindakan nyata, bu-
kan hanya deklarasi.

Ritual Piagoa da-
lam kegiatan di Bu-
ton dilaksanakan 
bersama perangkat 
adat Takimpo dan 
Kombeli sebagai 
simbol menang-
galkan kebencian 
dan memulihkan 
hubungan sosial. 
Kegiatan tersebut 
turut dihadiri Ket-
ua Pengadilan Neg-
eri Pasarwajo Ivan 
Budi Hartanto, S.H., 
M.H., tokoh adat 
dan pemuda kedua 
kelurahan, kepala 
organisasi perangkat 
daerah, Camat Pasar-
wajo, Lurah Takim-
po, Lurah Kombeli, 
serta Forum Anak 
Kabupaten Buton. 
Pemerintah daerah 
berharap kesepaka-
tan itu dijaga melalui 
penguatan nilai adat, 
peran keluarga, dan 
tanggung jawab 
seluruh unsur mas-
yarakat agar persat-
uan tetap terpelihara.
(*)

Buton Tengah Perbarui Data 
10.000 Balita untuk 

Mempercepat Penurunan 
Stunting

Laporan:Ardi an perannya secara 
optimal agar inter-
vensi yang dilakukan 
dapat berjalan efektif 
dan tepat sasaran,” 
ujar Hasrun.

Rapat tersebut 
berfokus pada vali-
dasi dan pemutakh-
iran data prevalensi 
stunting berdasarkan 
hasil pengukuran 
balita di tingkat pusk-
esmas, kecamatan, 
desa, dan kelurahan. 
Data yang telah di-
himpun diharapkan 
dapat memberikan 
gambaran kondisi di 
lapangan sehingga 
pemerintah mampu 
menentukan kelom-
pok sasaran dan ke-
butuhan intervensi 
secara lebih terarah.

Forum ini diikuti 
47 peserta dari unsur 
Tim Penggerak Pem-
berdayaan dan Kes-
ejahteraan Keluarga 
(TP-PKK), perang-
kat daerah terkait, 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daer-
ah (Bappeda), BPJS, 
rumah sakit umum 
daerah (RSUD), 
Kementerian Ag-
ama, Dinas Kese-
hatan, para camat, 
serta perwakilan 
dari 14 Unit Pelak-
sana Teknis Daerah 
(UPTD) puskesmas 
se-Kabupaten Buton 
Tengah.

Penekanan terh-
adap kualitas data 
tersebut sejalan den-
gan kebijakan na-
sional. Pemerintah 
menerbitkan Pera-
turan Presiden No-
mor 72 Tahun 2021 
tentang Percepatan 
Penurunan Stunt-
ing yang menga-
tur strategi terpadu, 
koordinasi lintas 
sektor, pemantauan, 
evaluasi, dan pel-
aporan. Kebijakan 
ini menempatkan 
pencegahan stunt-
ing sebagai tanggu-

ng jawab bersama, 
mulai dari tingkat 
pusat hingga daer-
ah. Secara historis, 
prevalensi stunting 
nasional menunjuk-
kan tren penurunan. 
Berdasarkan Survei 
Status Gizi Indone-
sia (SSGI), angkan-
ya turun dari 27,7 
persen pada 2019 
menjadi 24,4 persen 
pada 2021, kemudi-
an 21,5 persen pada 
2023 dan 19,8 pers-
en pada 2024. Meski 
demikian, penurunan 
tersebut masih me-
merlukan upaya 
berkelanjutan agar 
target perbaikan gizi 
anak dapat tercapai. 

Tantangan serupa 
juga terjadi secara 
global. Organisa-
si Kesehatan Dunia 
(WHO), UNICEF, 
dan Bank Dunia 
memperkirakan seki-
tar 150,2 juta anak 
berusia di bawah 
lima tahun mengala-
mi stunting pada 
2024, setara dengan 
23,2 persen popula-
si balita dunia. Data 
tersebut menegaskan 
bahwa pencegahan 
gangguan pertum-
buhan anak masih 
menjadi agenda kes-
ehatan masyarakat 
internasional. 

Bagi Buton Ten-
gah, pemutakhiran 
data di tingkat lokal 
diharapkan mem-
bantu pemerintah 
mengiden t i f ikas i 
kebutuhan penanga-
nan secara lebih ter-
ukur. Hasilnya juga 
diharapkan mem-
perkuat koordinasi 
antarlembaga agar 
program pencegahan 
dan penurunan stunt-
ing dapat disusun 
berdasarkan kondi-
si riil masyarakat, 
bukan semata-ma-
ta berdasarkan 
perkiraan.(*)
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P A L A N G K A 
RAYA, BP- Kement-
erian Kesehatan (Ke-
menkes) memperkuat 
perlindungan kese-
hatan masyarakat di 
Palangka Raya, Kali-
mantan Tengah, meny-
usul dampak kebakaran 
hutan dan lahan (kar-
hutla) yang memicu 
kabut asap. Selain 
menyalurkan tamba-
han 137 ribu masker 
N95, pemerintah mem-
perkuat layanan pusk-
esmas dan rumah sakit 
setelah jumlah pasien 
di RSUD dr. Doris 
Sylvanus dilaporkan 
meningkat hingga tiga 
kali lipat.

Menteri Kesehatan 
Budi Gunadi Sadikin 
mengatakan, perlind-
ungan terhadap kelom-
pok rentan menjadi 
prioritas selama kual-
itas udara memburuk. 
Bayi, balita, ibu hamil, 
dan lanjut usia diminta 
mengurangi aktivitas 
di luar rumah untuk 
menekan risiko gang-
guan kesehatan akibat 
paparan asap.

“Kalau tidak perlu, 
jangan keluar rumah, 
terutama balita, ibu 
hamil, dan orang tua. 
Kalau memang harus 
keluar, gunakan mask-
er N95 dan pastikan 
dipakai dengan benar 
agar tidak ada celah 
dari sisi atas, bawah, 
maupun samping,” ujar 
Budi saat kunjungan 
kerja di Palangka Raya, 
Jumat (23/10/2026).

Hingga 23 Okto-
ber 2026, pemerintah 
pusat telah menyalur-
kan 1.210.230 mask-
er ke berbagai daerah 
terdampak karhutla. 
Bantuan itu terdiri atas 
1.001.680 masker me-

SLEMAN, BP- 
Penguatan layanan 
kesehatan ibu dan anak 
di tingkat desa dilaku-
kan melalui integra-
si Posyandu dengan 
Kebun Pangan Per-
empuan di Kalurahan 
Hargobinangun, Kabu-
paten Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, 
Rabu (21/10/2026). 
Program Desa BRIL-
iaN 1.000 Hari Perta-
ma Kehidupan (HPK) 
tersebut menghadirkan 
gedung baru Posyandu 
Lili sekaligus kebun 
pangan terpadu untuk 
mendukung penye-
diaan makanan tam-
bahan bergizi berbasis 
pangan lokal.

Program ini diran-
cang untuk mem-
perkuat pemenuhan 
gizi ibu hamil dan 
balita sekaligus men-
dukung pencegahan 
stunting. Integrasi 
layanan kesehatan dan 
ketersediaan pangan 
diharapkan membantu 
keluarga memperoleh 
akses yang lebih baik 
terhadap makanan ber-
gizi serta pemantauan 
kesehatan secara ber-
kala.

Ketua Komisi IV 
DPR RI Siti Hediati 
Soeharto mengatakan, 
pemenuhan gizi ibu 
dan anak membutuh-
kan layanan keseha-
tan berkelanjutan serta 
dukungan ketersediaan 
bahan pangan sehat 
di lingkungan kelu-
arga. Menurut dia, 
kebun pangan dapat 
dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan 
makanan tambahan 
sekaligus memperkuat 
pemberdayaan mas-
yarakat.

“Penguatan pro-
gram 1.000 HPK dan 
Posyandu menjadi 
langkah penting dalam 
meningkatkan keseha-
tan ibu dan anak,” ujar 
Siti Hediati saat meng-
hadiri peluncuran pro-
gram tersebut.

Wakil Menteri Pem-
berdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
Veronica Tan men-
yoroti peran perem-
puan dalam memban-
gun ketahanan pangan 
keluarga. Ia berharap 
Kebun Pangan Perem-
puan tidak hanya men-
jadi sumber bahan pan-
gan lokal, tetapi juga 

Pasien RSUD Doris Sylvanus Naik Tiga Kali 
Lipat, Kemenkes Tambah Masker N95

dis tiga lapis (3-ply) dan 
208.550 masker KN95/
N95. Distribusi tersebut 
belum mencakup per-
sediaan dan penyaluran 
yang dilakukan pemer-
intah daerah. Pemerin-
tah juga merencanakan 
distribusi tambahan 
hingga 500 ribu mask-
er untuk setiap provinsi 
terdampak.

Penguatan perlind-
ungan kesehatan terse-
but penting karena asap 
kebakaran mengandung 
partikel halus PM2.5 
yang dapat masuk jauh 
ke saluran pernapasan 
hingga mencapai pa-
ru-paru. Kemenkes me-
minta masyarakat me-
waspadai gejala seperti 
batuk, sesak napas, dan 
memburuknya penyakit 
pernapasan yang telah 
diderita sebelumnya.

“Sebagian besar 
ISPA bisa dirawat di 
rumah dengan istirahat 
dan minum air yang 
cukup. Namun, kalau 
mulai mengalami sesak 
napas, segera datang ke 
puskesmas. Jika kondis-
inya lebih berat, seperti 
pneumonia atau penya-
kit paru obstruktif kro-
nis (PPOK) yang mem-
buruk, pasien harus 
dirujuk ke rumah sakit,” 
kata Budi.

Untuk mengantisipa-
si peningkatan kebutu-
han pelayanan, Kemen-
kes mendorong tenaga 
kesehatan di puskesmas 
meningkatkan edukasi 
mengenai dampak ka-
but asap, penggunaan 
masker yang benar, 
serta tanda-tanda gang-
guan pernapasan yang 
membutuhkan penanga-
nan medis. Puskesmas 
diharapkan menjadi 
pintu pertama bagi mas-
yarakat untuk memper-

oleh pemeriksaan dan 
penanganan awal se-
belum dirujuk apabila 
kondisi pasien membu-
ruk.

Kemenkes juga 
berkoordinasi dengan 
berbagai pihak untuk 
memenuhi kebutu-
han oksigen, termasuk 
tabung oksigen bagi 
fasilitas pelayanan 
kesehatan yang me-
merlukan. Selain itu, 
pemerintah akan mem-
percepat pemenuhan 
ventilator dan alat kes-
ehatan lainnya, teru-
tama bagi rumah sakit 
kabupaten dan kota di 
Kalimantan Tengah 
yang menangani pa-
sien dengan gangguan 
pernapasan, termasuk 
anak-anak.

Laporan peningka-
tan pasien di RSUD dr. 
Doris Sylvanus men-
jadi perhatian dalam 
upaya memperkuat 
kesiapan fasilitas ruju-
kan. Meski kapasitas 
pelayanan rumah sakit 
tersebut masih tersedia, 
lonjakan pasien perlu 
diantisipasi agar tenaga 
medis, peralatan, dan 
kebutuhan pendukung 
tetap mencukupi.

Ancaman keseha-
tan akibat kabut asap 
bukan persoalan baru 
di Indonesia. Keba-
karan hutan dan lahan 
pada 1997-1998 per-
nah menimbulkan kri-
sis asap lintas negara 
yang melanda sejumlah 
wilayah Asia Tenggara. 
Organisasi Pangan dan 
Pertanian Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (FAO) 
mencatat bahwa ham-
pir 100 juta orang di 
lima negara Asia Teng-
gara terpapar pening-
katan polusi udara da-
lam peristiwa tersebut, 

sementara sekitar 20 
juta orang di Indonesia 
diperkirakan mengala-
mi gangguan pernapas-
an.

Dampak jangka pan-
jang juga menjadi per-
hatian peneliti. Studi 
yang diterbitkan dalam 
jurnal Economics & 
Human Biology pada 
2017, dengan meng-
gunakan data individu 
yang terpapar keba-
karan hutan Indonesia 
pada 1997 dan kondi-
si mereka pada 2007, 
menemukan bahwa 
dampak buruk pence-
maran udara terhadap 
kesehatan masih terli-
hat dalam jangka pan-
jang. Temuan itu mem-
perkuat pentingnya 
pencegahan paparan, 
terutama bagi kelom-
pok rentan. 

Budi menegaskan, 
upaya melindungi kes-
ehatan masyarakat ha-
rus berjalan bersamaan 
dengan penanganan 
karhutla. Kebakaran 
di lahan gambut men-
jadi tantangan kare-
na api dapat bertahan 
di bawah permukaan 
tanah sehingga pemad-
aman membutuhkan 
penanganan khusus 
dan kondisi cuaca yang 
mendukung, termasuk 
hujan berkelanjutan.

“Kami bersama Di-
nas Kesehatan, puskes-
mas, dan rumah sakit 
berupaya memastikan 
dampak kesehatannya 
seminimal mungkin. 
Masyarakat perlu men-
gurangi paparan asap, 
menggunakan mask-
er dengan benar, dan 
segera mencari perto-
longan jika mengalami 
gangguan pernapasan,” 
ujar Budi.(*)

Cegah Stunting, Sleman Integrasikan 
Posyandu dengan Kebun Pangan 

Perempuan
Peliput: Warman

ruang bagi perempuan 
untuk mengembangkan 
keterampilan, mem-
perkuat jejaring sosial, 
dan membuka peluang 
ekonomi.

Dari sisi pelayanan 
kesehatan, Direktur 
Pelayanan Kesehatan 
Keluarga Kementerian 
Kesehatan dr. Love-
ly Daisy menjelaskan 
bahwa keberadaan ke-
bun pangan meleng-
kapi konsep Posyandu 
dengan integrasi siklus 
hidup yang diterapkan 
di Hargobinangun. Pe-
layanan tersebut men-
cakup ibu hamil, bayi, 
balita, remaja, orang 
dewasa, hingga lanjut 
usia.

Lovely menegaskan, 
periode 1.000 HPK, 
yang berlangsung sejak 
masa kehamilan hingga 
anak berusia dua tahun, 
merupakan fase penting 
bagi pertumbuhan dan 
perkembangan anak. 
Ia menyebut sekitar 85 
persen perkembangan 
otak terjadi dalam rent-
ang usia tersebut seh-
ingga pemenuhan gizi 
dan pemantauan kese-
hatan perlu dilakukan 
sejak dini.

“Pemantauan tum-
buh kembang rutin tiap 
bulan melalui buku KIA 
dan penyuluhan kepa-
da orang tua menjadi 
sangat krusial,” tutur 
Lovely. Buku Kese-
hatan Ibu dan Anak 
(KIA) digunakan untuk 
membantu keluarga dan 
tenaga kesehatan me-
mantau kondisi ibu ser-
ta perkembangan anak.

Kehadiran fasilitas 
baru itu disambut positif 
oleh kader Posyandu se-
tempat. Fatimah, salah 
seorang kader, menga-
takan gedung baru di-
harapkan meningkatkan 
semangat para kader 
sekaligus mendukung 
kualitas pelayanan ke-
pada masyarakat.

“Kami sangat sen-
ang dan bahagia, ter-

lebih kami mendapat-
kan gedung baru untuk 
pelayanan Posyandu,” 
kata Fatimah.

Penguatan program 
tersebut berlangsung di 
tengah upaya nasional 
menurunkan prevalensi 
stunting. Hasil Survei 
Status Gizi Indonesia 
(SSGI) 2024 yang diu-
mumkan Kementerian 
Kesehatan pada Mei 
2025 menunjukkan 
prevalensi stunting na-
sional turun dari 21,5 
persen pada 2023 men-
jadi 19,8 persen pada 
2024. Angka tersebut 
menjadi perkemban-
gan penting, meskipun 
pencegahan stunting 
masih memerlukan in-
tervensi berkelanjutan 
dan kerja sama lintas 
sektor.

Secara global, per-
hatian terhadap peri-
ode awal kehidupan 
juga menjadi bagian 
penting agenda keseha-
tan dan pembangunan 
anak. Organisasi Kes-
ehatan Dunia (WHO) 
dan UNICEF selama 
bertahun-tahun men-
dorong pemenuhan gizi 
ibu, pemberian ASI, 
makanan pendamping 
yang memadai, serta 
pemantauan pertum-
buhan sebagai bagian 
dari upaya mencegah 
gangguan pertumbuhan 
anak. Dalam konteks 
tersebut, integrasi Po-
syandu dan kebun pan-
gan di Hargobinangun 
menghubungkan pe-
layanan kesehatan den-
gan dukungan pangan 
berbasis masyarakat.

Keberlanjutan pro-
gram Desa BRILiaN 
1.000 HPK diharap-
kan memperkuat peran 
kader, kelompok wan-
ita tani, dan keluarga 
dalam menjaga keseha-
tan ibu serta anak. Upa-
ya tersebut juga diarah-
kan untuk mendukung 
pembentukan generasi 
sehat menuju Indonesia 
Emas 2045.(*)
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SURABAYA, BP- 
Polda Jawa Timur 
membenarkan pe-
meriksaan terha-
dap Presiden Badan 
Eksekutif Maha-
siswa Universitas 
Airlangga (BEM 
Unair), Rizqi Sen-
ja Wirawan, yang 
mengaku ditang-
kap terkait rencana 
demonstrasi mem-
peringati dua tahun 
pemerintahan Pra-
bowo-Gibran. Ke-
polisian menyatakan 
pemeriksaan terse-
but merupakan pros-
es hukum tersendiri 
dan tidak berkaitan 
dengan agenda si-
laturahmi Kapolda 
Jatim bersama per-
wakilan BEM se-Ja-
wa Timur.

P e m e r i k s a a n 
itu menjadi soro-
tan setelah Rizqi 
mengaku mendapat 
intimidasi agar 
menghadiri agenda 
silaturahmi Kapolda 
Jatim setelah dibe-
baskan. Sebaliknya, 
kepolisian menya-
takan tidak menemu-
kan unsur paksaan 
dalam pelaksanaan 
kegiatan yang mem-
pertemukan Kapol-
da Jatim Irjen Pol. 
Dekananto Eko Pur-
wono dengan per-
wakilan mahasiswa 
tersebut.

Kepala Bidang 
Hubungan Mas-
yarakat Polda Ja-
tim Kombes Pol. 
Jules Abraham 
Abast membenar-
kan bahwa Rizqi tel-
ah diamankan dan 
diperiksa penyidik 
Direktorat Reserse 
Siber Polda Jatim. 
Konfirmasi itu dis-
ampaikan di Mapol-
da Jatim, Surabaya, 
Selasa (27/10/2026).

“Betul, betul. Be-
nar ada [Rizqi Sen-

JAKARTA, BP- Pe-
merintah mendorong 
revisi Undang-Un-
dang Tindak Pidana 
Korupsi (UU Tipikor) 
untuk memperjelas 
unsur kerugian keuan-
gan negara sekaligus 
memperluas cakupan 
perbuatan yang dapat 
dikategorikan se-
bagai korupsi. Men-
teri Koordinator Hu-
kum, HAM, Imigrasi, 
dan Pemasyarakatan 
Yusril Ihza Mahendra 
menegaskan, langkah 
tersebut bukan untuk 
melemahkan pember-
antasan korupsi, me-
lainkan memperkuat 
kepastian hukum dan 
efektivitas peninda-
kan.

Yusril menyam-
paikan hal itu seusai 
pertemuan Dewan 
Ekonomi Nasional 
(DEN) yang dipimpin 
Luhut Binsar Pandjai-
tan di Jakarta, Selasa 
(27/10/2026). Menurut 
dia, pemerintah ingin 
memastikan bahwa 
penafsiran kerugian 
negara dalam perkara 
korupsi memiliki ba-
tas yang jelas sehing-
ga tidak menimbulkan 
ketidakpastian bagi 
pejabat publik maupun 
pelaku usaha.

Pembahasan terse-
but mengemuka 
setelah muncul per-
debatan mengenai 
arah kajian DEN ten-
tang definisi korupsi. 
Sebelumnya, Luhut 
menyampaikan bah-
wa Presiden Prabowo 
Subianto menyetujui 
kajian yang menitik-
beratkan korupsi pada 
praktik suap. Namun, 
Luhut kemudian men-
jelaskan bahwa re-
komendasi DEN juga 
mencakup kejelasan 
unsur pembuktian 
serta perluasan jang-
kauan pemberantasan 
korupsi melalui pen-
gadopsian sejumlah 
delik dalam Konvensi 
PBB Melawan Korup-
si atau United Nations 
Convention against 
Corruption (UNCAC) 
yang belum diatur da-
lam hukum nasional.

Yusril menegaskan, 
unsur kerugian negara 
tetap menjadi bagian 
penting dalam tindak 
pidana korupsi. Perso-
alan yang ingin diben-
ahi, kata dia, adalah 
rumusan hukum yang 
dinilai terlalu luas seh-
ingga membuka ruang 
penafsiran berbeda 
dalam penegakan hu-
kum.

“Kita bukan mau 
menghapuskan unsur 
kerugian negara yang 
sekarang banyak seka-
li disalahpahami oleh 
masyarakat. Tapi justru 
ingin mempertegas se-
benarnya apakah yang 
dimaksud dengan ker-
ugian keuangan negara 
itu sendiri,” ujar Yusril.

Menurut Yusril, 

Polda Jatim Akui Periksa Presiden BEM 
Unair, Dugaan Intimidasi Jadi Polemik

Ilustrasi

Laporan: Amran ja diamankan dan 
diperiksa polisi],” 
kata Jules kepada 
CNNIndonesia.com.

Meski membe-
narkan pemeriksaan 
tersebut, Jules belum 
mengungkapkan se-
cara terperinci perk-
ara yang mendasari 
tindakan penyidik. Ia 
mengatakan kepoli-
sian akan menyam-
paikan kronologi dan 
fakta yang ditemu-
kan kepada media 
secara menyeluruh 
pada kesempatan 
berikutnya.

Jules menegas-
kan, pemeriksaan 
Rizqi tidak berkai-
tan dengan agenda 
silaturahmi Kapol-
da Jatim bersama 
BEM se-Jawa Timur. 
Menurut dia, forum 
tersebut bertujuan 
membuka ruang dia-
log antara kepolisian 
dan mahasiswa un-
tuk membahas per-
soalan sosial serta 
keamanan dan ket-
ertiban masyarakat 
(kamtibmas), terma-
suk penyalahgunaan 
narkoba, peredaran 
minuman keras, dan 
pemberdayaan mas-
yarakat.

Kepolisian juga 
menyatakan hasil 
pengecekan inter-
nal tidak menemu-
kan unsur paksaan 
untuk menghadiri 
acara tersebut. Jules 
menyebut per-
wakilan BEM Unair 
hadir sejak awal ke-
giatan dan mendapat 
kesempatan men-
yampaikan aspirasi 
dalam sesi diskusi. 
Ia mengatakan Polda 
Jatim menghorma-
ti pernyataan BEM 
Unair yang mem-
persoalkan penang-
kapan Rizqi maupun 
agenda silaturahmi.

Di pihak lain, 
Rizqi menyatakan di-

rinya ditangkap dan 
ditahan oleh Direk-
torat Reserse Siber 
Polda Jatim atas du-
gaan ajakan melaku-
kan kerusuhan dalam 
rencana demonstrasi 
memperingati dua 
tahun pemerintah-
an Prabowo-Gibran. 
Ia juga mengaku 
mendapat tekanan 
agar menghadiri 
agenda silaturahmi 
setelah dibebaskan.

“Beberapa hari 
yang lalu saya di-
tangkap dan ditahan 
di Ditressiber Polda 
Jawa Timur dengan 
tuduhan ajakan aksi 
kerusuhan dalam 
aksi 2 tahun Pra-
bowo-Gibran. Saya 
dibebaskan den-
gan intimidasi agar 
datang di acara sila-
turahmi dengan Ka-
polda Jawa Timur,” 
ujar Rizqi.

Rizqi mengatakan 
dirinya masih mem-
butuhkan waktu un-
tuk memulihkan diri 
dan kembali membu-
ka akses komunikasi. 
Ia menilai rangkaian 
penangkapan dan pe-
manggilan tersebut 
berpotensi melemah-
kan gerakan maha-
siswa di Surabaya. 
Pernyataan itu mer-
upakan penilaian 
Rizqi, sementara ke-
polisian menyatakan 
pemeriksaan dan 
agenda silaturahmi 
merupakan dua per-
kara berbeda.

Polemik tersebut 
berkaitan dengan 
persoalan yang lebih 
luas, yakni perlind-
ungan kebebasan 
berpendapat dalam 
negara demokrasi. 
Di Indonesia, Un-
dang-Undang Nomor 
9 Tahun 1998 ten-
tang Kemerdekaan 
M e n y a m p a i k a n 
Pendapat di Muka 
Umum menjadi lan-

dasan hukum bagi 
warga negara un-
tuk menyampaikan 
aspirasi secara ter-
buka dengan tetap 
mematuhi ketentuan 
yang berlaku.

Pada tingkat in-
ternasional, Majelis 
Umum Perserika-
tan Bangsa-Bangsa 
mengadopsi Kov-
enan Internasional 
tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik (In-
ternational Covenant 
on Civil and Politi-
cal Rights/ICCPR) 
pada 16 Desember 
1966. Indonesia 
meratifikasi kovenan 
tersebut melalui Un-
dang-Undang No-
mor 12 Tahun 2005. 
Instrumen interna-
sional itu mengakui 
hak atas kebebasan 
berekspresi dan ber-
kumpul secara da-
mai, dengan pem-
batasan yang harus 
sesuai ketentuan hu-
kum.

Hingga keteran-
gan yang dimuat 
dalam pemberita-
an ini disampaikan, 
Polda Jatim belum 
menjelaskan secara 
terperinci perka-
ra yang mendasari 
pemeriksaan Rizqi. 
Penjelasan menge-
nai dasar hukum 
pemeriksaan, kro-
nologi penanganan 
perkara, dan tindak 
lanjut atas penga-
kuan dugaan in-
timidasi diperlukan 
untuk memperjelas 
persoalan. Keteran-
gan kepolisian dan 
pernyataan Rizqi 
perlu dikonfirmasi 
secara berimbang 
sebelum kesimpu-
lan lebih jauh dapat 
ditarik.(*)

Yusril Dorong Revisi UU Tipikor, 
Perjelas Kerugian Negara dan Perluas 

Delik Korupsi
ketentuan mengenai 
kerugian negara dalam 
Pasal 2 dan Pasal 3 UU 
Tipikor perlu dirumus-
kan secara lebih tegas. 
Ia mengingatkan, hu-
kum pidana harus me-
menuhi asas lex stricta, 
yakni ketentuan pidana 
dirumuskan secara 
ketat dan tidak diper-
luas melalui penafsiran 
yang melampaui batas 
rumusan undang-un-
dang.

Perdebatan itu juga 
berkaitan dengan pen-
gelolaan perusahaan 
milik negara. Yusril 
mencontohkan kasus 
kredit bermasalah pada 
bank BUMN selama 
pandemi Covid-19 pada 
periode 2020â€“2023. 
Menurut dia, kegagalan 
debitur membayar pin-
jaman yang kemudian 
menimbulkan kerugian 
tidak serta-merta dapat 
diperlakukan sebagai 
tindak pidana korupsi 
tanpa menilai unsur pi-
dana yang relevan.

“Di negara-negara 
lain itu enggak diang-
gap korupsi, itu diang-
gap ya kerugian bisnis 
biasa. Namanya ada 
force majeure,” kata 
Yusril di Istana Kepres-
idenan Jakarta, Senin 
(26/10/2026).

Ia menambahkan, 
ketidakjelasan batas 
antara risiko bisnis dan 
tindak pidana berpo-
tensi membuat pejabat 
negara maupun pen-
gelola BUMN enggan 
mengambil keputusan. 
Yusril menilai, keun-
tungan dan kerugian 
merupakan bagian dari 
kegiatan usaha. Karena 
itu, penegakan hukum 
perlu membedakan ker-
ugian yang timbul dari 
risiko bisnis dengan 
kerugian yang berkai-
tan dengan perbuatan 
melawan hukum atau 
penyalahgunaan ke-
wenangan.

Di sisi lain, pemer-
intah juga ingin mem-
perluas cakupan tindak 
pidana korupsi terhadap 
perbuatan yang dinilai 
merugikan negara, teta-
pi belum terakomodasi 
secara memadai dalam 
aturan nasional. Salah 
satu contoh yang dis-
ampaikan Yusril ada-
lah underinvoicing, 
yaitu pelaporan nilai 
atau volume transaksi 
lebih rendah daripada 
keadaan sebenarnya un-
tuk mengurangi kewa-
jiban yang semestinya 
dibayarkan.

“Orang menambang 
semau-maunya, dia 
ekspor katakanlah 20 
ribu ton, lapor cuma 10 
ribu,” ujar Yusril, meru-
juk pada contoh pelapo-
ran ekspor yang tidak 
sesuai dengan volume 
sebenarnya.

Yusril juga men-
gaitkan rencana revi-
si UU Tipikor dengan 
perkembangan hukum 
nasional dan komitmen 
internasional Indonesia. 

UU Tipikor terakhir kali 
mengalami perubahan 
pada 2001, sedangkan 
Indonesia meratifikasi 
UNCAC melalui Un-
dang-Undang Nomor 7 
Tahun 2006. Menurut 
dia, penyesuaian diper-
lukan agar ketentuan 
pemberantasan korupsi 
selaras dengan perkem-
bangan hukum, terma-
suk pembaruan Kitab 
Undang-Undang Hu-
kum Pidana (KUHP) 
dan Kitab Undang-Un-
dang Hukum Acara Pi-
dana (KUHAP) yang, 
menurut keterangan da-
lam bahan berita, mu-
lai berlaku pada awal 
2026.

Secara historis, Indo-
nesia telah menempuh 
sejumlah tahap pem-
baruan hukum antiko-
rupsi, mulai dari Un-
dang-Undang Nomor 
3 Tahun 1971, kemu-
dian Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 
yang diubah melalui 
Undang-Undang No-
mor 20 Tahun 2001. 
Pada tingkat interna-
sional, Majelis Umum 
PBB mengadopsi UN-
CAC pada 31 Oktober 
2003. Konvensi terse-
but menjadi kerangka 
kerja sama antarnega-
ra dalam pencegahan 
korupsi, kriminalisasi 
berbagai praktik korup-
tif, pemulihan aset, dan 
kerja sama penegakan 
hukum.

Yusril menilai, pe-
rumusan ulang definisi 
korupsi juga penting 
untuk menjaga keper-
cayaan investor terha-
dap Indonesia. Menurut 
dia, penafsiran yang 
tidak konsisten dapat 
menimbulkan persepsi 
bahwa setiap kerugian 
dalam pengelolaan 
keuangan atau bisnis 
negara berujung pada 
perkara korupsi. Ia 
mencontohkan pengala-
man penyusunan aturan 
terorisme setelah Bom 
Bali pada awal 2000-
an, ketika pemerintah 
berupaya memperjelas 
tindakan yang masuk 
kategori terorisme dan 
yang tidak. Pendekat-
an serupa, menurut dia, 
dapat dipertimbangkan 
dalam pembaruan hu-
kum antikorupsi.

Pemerintah, kata 
Yusril, tetap berpegang 
pada prinsip bahwa 
kerugian negara tidak 
boleh diabaikan. Revi-
si UU Tipikor diharap-
kan dapat memperjelas 
standar pembuktian, 
membedakan risiko 
bisnis dari tindak pi-
dana, serta menjangkau 
praktik yang merugikan 
keuangan negara teta-
pi belum diatur secara 
memadai. Dengan de-
mikian, pembaruan 
aturan tersebut akan 
diuji melalui kemam-
puannya memperkuat 
kepastian hukum seka-
ligus menjaga efektivi-
tas pemberantasan ko-
rupsi.(*)
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Bupati Buton Selatan H Muh Adios Gandeng PLN, 
Bidik Listrik 24 Jam untuk Wilayah Kepulauan, 

PLTS Diusulkan untuk Siompu dan Kadatua

Bank Sultra Luncurkan SUPRIME dan Safe 
Deposit Box, Gubernur ASR Resmikan 

di Kendari

tan usaha masyarakat. 
“Kami ingin listrik 
hadir sebagai pen-
erang bagi anak-anak 
untuk belajar, men-
dukung masyarakat 
dalam mengembang-
kan usaha, serta men-
dorong potensi desa 
agar tumbuh melalui 
akses energi yang me-
madai,” ujarnya, Sela-
sa (27/10/2026).

Selain peningkatan 
layanan listrik, Pemk-
ab Busel menyiapkan 
usulan pengembangan 
PLTS di Kecamatan 
Siompu dan Kadat-
ua. Persiapan meliputi 
kesiapan lahan serta 
kelengkapan adminis-

Bupati Azhari Gandeng UGM, Matangkan Desain Trans 
Maritim Buton Tengah

Konsep Trans Maritim terse-
but menempatkan kawasan 
teluk dan pesisir sebagai basis 
aktivitas ekonomi, sementara 
wilayah daratan diarahkan un-
tuk pengembangan permukiman 
dan pariwisata. Pendekatan ini 
dibahas sebagai bagian dari 
upaya menyelaraskan potensi 
geografis Buton Tengah dengan 
kebutuhan pembangunan daer-
ah.

Pertemuan itu melibatkan 
Prof. Suratman, Dr. Nur Muha-
mad Farida, sejumlah dosen dan 
peneliti lintas disiplin, Kepala 
Pusat Kajian Maritim dan Ke-
lautan UGM Prof. Leny, serta 
Kepala Pusat Studi Pariwisata 
UGM Dr. rer. Pol. Dya Widy-
astuti. Perwakilan mahasiswa 
UGM yang akan melaksanakan 
kuliah kerja nyata (KKN) di Bu-
ton Tengah turut mengikuti di-
skusi tersebut.

Pembahasan mencakup pe-
metaan potensi pesisir dan 
pemulihan kawasan terumbu 
karang. Selain itu, pemerin-
tah daerah bersama akademisi 
membicarakan penyempur-
naan Rencana Induk Pariwisata 
agar selaras dengan desain baru 
Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Buton Tengah. Penye-
larasan ini diperlukan untuk 

Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Wawali Baubau Wa Ode 
Hamsinah Dorong Pemuda Berkarakter Kuat dan Berempati

sumber daya manusia, karakter, 
kecintaan terhadap tanah air, 
dan kepedulian terhadap sesa-
ma juga menjadi fondasi pent-
ing kemajuan Indonesia.

“Patriotisme tanpa 
kepedulian akan kehilangan 
maknanya. Kegigihan tanpa 
nurani akan kehilangan arahn-
ya. Dan kemajuan tanpa ke-
manusiaan bukanlah kemajuan 
yang sesungguhnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, karakter 
patriotik harus diwujudkan 
melalui pengabdian dan tinda-
kan nyata, sedangkan kegigi-
han tercermin dari kemampuan 
menghadapi kesulitan tanpa 
menyerah. Adapun empati 
menuntut pemuda tidak hanya 
mengejar keberhasilan pribadi, 
tetapi juga peka terhadap kes-
ulitan masyarakat dan bersedia 
membantu mereka yang mem-
butuhkan.

kawasan MTQ, Kendari, Minggu 
malam (25/10/2026).

Peluncuran tersebut menjadi ba-
gian dari pengembangan layanan 
Bank Sultra untuk memenuhi kebu-
tuhan nasabah terhadap fasilitas per-
bankan yang mengutamakan ken-
yamanan, privasi, dan keamanan. 
Peresmian dilakukan secara simbo-
lis oleh gubernur bersama Direktur 
Utama Bank Sultra dan disaksikan 
sejumlah pejabat serta pemangku 
kepentingan sektor jasa keuangan.

SUPRIME dirancang sebagai 
layanan khusus bagi nasabah prior-
itas terpilih dengan pendekatan per-
sonal. Nasabah dapat memperoleh 
akses dan fasilitas prioritas sesuai 
ketentuan Bank Sultra. Adapun Safe 
Deposit Box menyediakan tempat 
penyimpanan barang berharga yang 
didukung sistem keamanan berlapis, 
penggunaan kunci ganda, perlindun-
gan privasi, serta pengawasan ganda 
atau dual control.

Dalam rangkaian peluncuran, 
Bank Sultra menyerahkan kartu 
layanan SUPRIME pertama ke-
pada Andi Sumangerukka. Kegia-
tan tersebut turut dihadiri Anggota 
DPD RI Leni Andriani Surunuddin, 
Kepala Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Sulawesi Tenggara, unsur 
Forum Koordinasi Pimpinan Daer-
ah (Forkopimda) Sultra, Wali Kota 
Kendari, dan pejabat terkait.

Peluncuran layanan baru itu ber-
langsung dalam rangkaian BIK 2026 
yang diinisiasi OJK Sultra dengan 
tema “Akses Keuangan Merata, 
Ekonomi Berdaya, Masyarakat Se-

IMI Buton Selatan Bidik Delapan Kelas Porprov 
Sultra 2026, Tiga Pembalap Disiapkan

kasi potensi pembalap lokal yang 
dapat memperkuat kontingen daer-
ah. Pembinaan tersebut sekaligus 
menjadi upaya membuka kesem-
patan bagi generasi muda Buton 
Selatan untuk berprestasi melalui 
olahraga otomotif.

“Dalam hal ini, kami sudah 
melakukan seleksi untuk melihat 
bibit-bibit pembalap yang ada. 
Saat ini, ada sekitar dua sampai 
tiga pembalap yang sudah kami 
persiapkan,” kata Harianto saat 
ditemui, Minggu (25/10).

Untuk mematangkan kesiapan 
atlet, IMI Buton Selatan masih 
memanfaatkan fasilitas latihan di 
Terminal Lakologou, Kecamatan 
Kokalukuna, Kota Baubau. Lati-
han bersama itu dilakukan melalui 
koordinasi dengan Koordinator 
Wilayah (Korwil) IMI Kota Bau-
bau dan terbuka bagi calon atlet 
dari wilayah Kepulauan Buton.

“Untuk lokasi latihan, kami ma-
sih menggunakan fasilitas yang ada 
di Kota Baubau melalui koordinasi 
dengan Korwil IMI Kota Baubau. 
Jadi, latihan ini bukan hanya un-
tuk atlet Kota Baubau, tetapi juga 
calon atlet dari wilayah Kepulauan 
Buton,” ujarnya.

Latihan tersebut diarahkan un-
tuk meningkatkan kemampuan 
teknis, kondisi fisik, dan pengala-
man bertanding sebelum Porprov 
berlangsung. Sementara itu, pen-
jaringan untuk kelas lainnya masih 
dilakukan dengan mempertimbang-
kan potensi dan kesiapan atlet. IMI 

trasi yang akan men-
jadi bahan koordinasi 
lanjutan dengan PLN 
dan instansi terkait.

Dorongan terse-
but berkaitan dengan 
tantangan geografis 
wilayah kepulauan, ke-
tika penyediaan energi 
memerlukan perenca-
naan yang disesuaikan 
dengan kondisi se-
tempat. Sistem tenaga 
surya dapat menjadi 
salah satu pilihan un-
tuk memperluas akses 
listrik, tetapi penera-
pannya tetap membu-
tuhkan kajian teknis, 
pembiayaan, peny-
impanan energi, serta 
rencana operasi dan 

pemeliharaan.
Secara historis, 

pembangunan kelis-
trikan Indonesia tel-
ah berkembang sejak 
masa awal perusahaan 
listrik pada era kolo-
nial, kemudian men-
galami perluasan 
melalui pembangunan 
infrastruktur energi 
setelah kemerdekaan. 
Dalam perkembangan 
global, energi surya 
juga semakin diper-
hitungkan sebagai 
sumber energi terba-
rukan. Meski demiki-
an, bagi Busel, keber-
hasilan program ini 
akan ditentukan oleh 
kesiapan infrastruktur, 
dukungan PLN, serta 

kesesuaian solusi en-
ergi dengan kebutuhan 
masyarakat di setiap 
pulau.

Pemkab Busel 
menyatakan akan 
melanjutkan sinergi 
dengan PLN dan pe-
mangku kepentingan 
terkait agar rencana 
peningkatan layanan 
listrik pada 2026-2027 
dapat disesuaikan den-
gan kondisi wilayah 
dan kebutuhan war-
ga. Pemerataan ak-
ses energi diharapkan 
mendukung layanan 
publik, kegiatan bela-
jar, pertumbuhan usa-
ha, dan kesejahteraan 
masyarakat kepulau-
an.(*)

menghubungkan pengemban-
gan destinasi wisata dengan pe-
nataan ruang dan pemanfaatan 
sumber daya alam.

Bupati Azhari menilai ket-
erlibatan akademisi penting 
untuk memperkuat dasar per-
encanaan pembangunan daer-
ah. Kajian ilmiah, data pem-
banding, dan jejaring keilmuan 
diharapkan membantu pemer-
intah merumuskan kebijakan 
yang sesuai dengan karakteris-
tik wilayah. “Kolaborasi aka-
demik menjadi bagian penting 
dalam menyinergikan potensi 
kelautan, pesisir, tata ruang, 
dan pariwisata,”demikian ru-
musan pernyataan yang mer-
angkum substansi bahan berita, 
bukan kutipan verbatim nara-
sumber.

Dalam konteks nasional, 
pengembangan kawasan mari-
tim berkaitan dengan Deklara-
si Djuanda pada 13 Desember 
1957 yang menegaskan ke-
satuan wilayah laut di antara 
kepulauan Indonesia. Prin-
sip negara kepulauan tersebut 
kemudian memperoleh pen-
gakuan internasional melalui 
Konvensi Perserikatan Bang-
sa-Bangsa tentang Hukum 
Laut (UNCLOS) 1982. Secara 
global, pengembangan pesisir 
juga relevan dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs), khususnya Tujuan 14 
yang mendorong konservasi 
dan pemanfaatan sumber daya 
laut secara berkelanjutan.

Bagi Buton Tengah, integra-
si aspek ekonomi dan lingkun-
gan menjadi bagian penting 
dalam pembahasan desain 
Trans Maritim. Pemetaan ter-
umbu karang, pengembangan 
pariwisata, dan penataan ruang 
perlu dipertimbangkan secara 
terpadu agar pemanfaatan po-
tensi pesisir dapat mendukung 
kegiatan ekonomi sekaligus 
menjaga ekosistem. Meski de-
mikian, bahan yang tersedia 
belum merinci target investa-
si, jadwal pelaksanaan, atau-
pun besaran anggaran program 
tersebut.

Diskusi bersama akademi-
si UGM menjadi bagian dari 
proses perumusan arah pemba-
ngunan Trans Maritim Buton 
Tengah. Keterlibatan maha-
siswa melalui program KKN 
juga membuka ruang bagi ke-
giatan akademik dan pengab-
dian masyarakat. Hasil kajian 
dan penyelarasan perencanaan 
diharapkan dapat menjadi ma-
sukan bagi pemerintah daerah 
dalam mengembangkan poten-
si maritim secara terintegrasi 
dan berkelanjutan.(*)

Pesan tersebut mengingatkan 
kembali sejarah Kongres Pemu-
da II pada 27-28 Oktober 1928 
di Batavia, kini Jakarta. Saat itu, 
pemuda dari berbagai organisasi 
dan latar belakang menyatukan 
tekad melalui ikrar bertanah air 
satu, berbangsa satu, dan men-
junjung bahasa persatuan, In-
donesia. Peristiwa bersejarah 
itu menjadi salah satu tonggak 
penting pembentukan identitas 
nasional sebelum Proklamasi 
Kemerdekaan pada 17 Agustus 
1945. 

Di tingkat internasional, per-
an pemuda juga mendapat pen-
gakuan melalui penetapan Hari 
Pemuda Internasional oleh Pers-
erikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
yang diperingati setiap 12 Agus-
tus sejak 2000. PBB kemudian 
mengadopsi Resolusi Dewan 
Keamanan 2250 pada 2015 yang 
mengakui pentingnya keterli-

batan kaum muda dalam per-
damaian dan keamanan. Kon-
teks tersebut memperlihatkan 
bahwa partisipasi pemuda 
menjadi perhatian global, 
tidak hanya dalam pemba-
ngunan, tetapi juga dalam 
membangun masyarakat yang 
damai dan inklusif. 

Upacara di Baubau diikuti 
aparatur sipil negara (ASN), 
organisasi kepemudaan, ma-
hasiswa, dan pelajar se-Kota 
Baubau. Melalui peringatan 
tersebut, Pemerintah Kota 
Baubau mendorong nilai per-
satuan dan semangat kebang-
saan terus diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari, terma-
suk melalui pendidikan, karya, 
pengabdian, dan kepedulian 
sosial.

Menutup amanatnya, Wa 
Ode Hamsinah meminta 
pemuda berani menetapkan 
cita-cita tinggi tanpa meng-

abaikan nilai kemanusiaan. “Ber-
mimpilah setinggi langit. Beker-
jalah sekeras mungkin. Jadilah 
manusia yang kuat, tetapi jangan 
kehilangan kelembutan hati. Jad-
ilah generasi yang berani memimp-

in, tetapi juga bersedia melayani,” 
pesannya. Upacara diakhiri dengan 
ucapan selamat Hari Sumpah Pemu-
da ke-98 dan ajakan membangun 
masa depan bangsa secara bersa-
ma-sama sejak sekarang.(*)

jahtera”. Program tersebut diarah-
kan untuk memperluas akses mas-
yarakat terhadap layanan keuangan 
formal melalui sinergi pemerintah 
daerah, regulator, dan industri jasa 
keuangan.

Secara historis, penguatan in-
klusi keuangan di Indonesia mem-
peroleh landasan kebijakan melalui 
Peraturan Presiden Nomor 82 Ta-
hun 2016 tentang Strategi Nasion-
al Keuangan Inklusif. Pada ting-
kat internasional, akses terhadap 
layanan keuangan juga berkaitan 
dengan agenda Tujuan Pembangu-
nan Berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs), yang 
disepakati negara-negara anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 
2015. Kedua kerangka tersebut me-
nempatkan perluasan akses keuan-
gan sebagai salah satu bagian dari 
upaya mendukung pembangunan 
ekonomi yang inklusif.

Di luar agenda perbankan, penu-
tupan BIK 2026 dimeriahkan den-
gan pembagian hadiah oleh guber-
nur kepada warga yang hadir. Andi 
Sumangerukka menunjuk sejumlah 
masyarakat dari sisi kanan dan kiri 
area kegiatan untuk naik ke pang-
gung dan menerima hadiah secara 
langsung. Momen tersebut disam-
but antusias oleh warga yang me-
madati kawasan MTQ.

Malam puncak BIK 2026 ditut-
up dengan hiburan musik dari Silet 
Open Up, yang dikenal melalui 
lagu “Tabola Bale” . Gubernur ber-
sama pejabat terkait menyaksikan 
penampilan tersebut, sementara 
ribuan warga menikmati pertunju-
kan yang menambah semarak pe-
nutupan kegiatan.(*)

Buton Selatan juga memprioritaskan 
pembalap putra daerah dalam pem-
bentukan tim.

Harianto mengakui, pengemban-
gan organisasi dan pembinaan atlet 
di Buton Selatan masih membutuh-
kan perhatian pemerintah daerah. Ia 
berharap Pemerintah Kabupaten Bu-
ton Selatan memberikan dukungan 
agar persiapan atlet berjalan lebih 
optimal dan target mengikuti dela-
pan kelas dapat direalisasikan.

“Kami berharap partisipasi penuh 
dari pemerintah. Organisasi ini bu-
kan organisasi baru, tetapi mungkin 
baru berkembang di Buton Selatan. 
Dengan keikutsertaan ini dan segala 
persiapan yang kami lakukan, kami 
yakin bisa bersaing. Mudah-muda-
han pemerintah juga memberikan 
dukungan,” katanya.

Keikutsertaan dalam Porprov 
Sultra XV 2026 menjadi kesempa-
tan bagi IMI Buton Selatan untuk 
menguji hasil penjaringan dan pem-
binaan atlet. Secara historis, olah-
raga otomotif telah berkembang 
menjadi cabang kompetisi yang ter-
organisasi di tingkat nasional mau-
pun internasional. Namun, untuk 
bersaing di tingkat provinsi, kesia-
pan atlet, pembinaan berkelanjutan, 
fasilitas latihan, dan dukungan pen-
danaan tetap menjadi faktor penting. 
IMI Buton Selatan berharap persia-
pan yang dilakukan dapat melahir-
kan pembalap potensial sekaligus 
membawa nama daerah ke podium 
prestasi.(*)



METRO BAUBAU - TANA WOLIO8
BAUB AU POSTKamis, 29 Oktober 2026 www.baubaupost.com

LIPUTAN KHUSUS

BAUBAU, 
BP- Pemerin-
tah Kota Bau-
bau meraih 
Bulan Inklu-
si Keuangan 
(BIK) Award 
2026 sebagai 
P e m e r i n t a h 
Daerah Peng-
gerak Literasi 
Keuangan Ter-
aktif kategori 
kota. Peng-
hargaan terse-
but diterima 
langsung Wali 
Kota Bau-
bau H. Yusran 
Fahim, S.E., 
pada pembu-
kaan BIK 2026 
Provinsi Su-
lawesi Tengga-
ra di Area Uta-
ma Eks MTQ, 
Kendari, Sabtu 
(24/10/2026).

Penghargaan 
itu menjadi 
apresiasi terha-
dap komitmen 
p e m e r i n t a h 
daerah dalam 
meningkatkan 
p e m a h a m a n 
m a s y a r a k a t 
m e n g e n a i 
layanan keuan-
gan. Litera-
si keuangan 
dinilai pent-
ing agar warga 
mampu menge-
lola pendapa-
tan, memper-
t i m b a n g k a n 
risiko produk 
finansial, dan 
memanfaatkan 
layanan keuan-
gan formal 
untuk menun-
jang kegiatan 
ekonomi serta 
kesejahteraan 
keluarga.

Kepala Ba-
gian Perekono-
mian Sekretari-
at Daerah Kota 
Baubau, La 
Ode Zainal, 
S.KM., M.Si., 
melalui siaran 
pers, Minggu 
(25/10/2026), 
m e n g a t a k a n 
p e n g h a r -
gaan tersebut 
mencermink-
an kontribusi 
aktif pemerin-
tah kota dalam 
m e n d u k u n g 

Baubau Diakui sebagai Penggerak Literasi Keuangan Teraktif, Wali Kota 
Baubau H Yusran Fahim Langsung Diganjar Penghargaan BIK Award 2026 

percepatan literasi dan 
edukasi keuangan di 
daerah.

“Penghargaan ini 
merupakan bentuk 
apresiasi atas komit-
men, dedikasi, dan kon-
tribusi aktif Pemerintah 
Kota Baubau dalam 
mendukung percepa-
tan literasi dan edukasi 
keuangan di daerah,” 
kata Zainal.

Menurut dia, pen-
guatan literasi keuan-
gan membutuhkan sin-
ergi antara pemerintah 
daerah, lembaga jasa 
keuangan, perguruan 
tinggi, dunia pendi-
dikan, dan masyarakat. 
Kolaborasi tersebut di-
harapkan memperlu-
as jangkauan edukasi, 

meningkatkan pe-
manfaatan layanan 
keuangan formal, 
serta melindungi 
masyarakat dari 
risiko penggunaan 
layanan yang tidak 
bertanggung jawab.

BIK 2026 
diselenggarakan 
oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) 
bersama Bank 
Indonesia, Lem-
baga Penjamin 
Simpanan (LPS), 
industri jasa keuan-
gan, dan para pe-
mangku kepent-
ingan terkait. 
Kegiatan tersebut 
turut melibatkan 
kepala daerah ka-
bupaten dan kota 

se-Sulawesi Teng-
gara, perwakilan 
industri perbank-
an, serta perguruan 
tinggi.

Di tingkat nasi-
onal, perluasan ak-
ses keuangan telah 
menjadi agenda 
kebijakan selama 
ber tahun- tahun. 
Pemerintah men-
erbitkan Peraturan 
Presiden Nomor 
82 Tahun 2016 ten-
tang Strategi Na-
sional Keuangan 
Inklusif, kemudian 
memperbaruinya 
melalui Peraturan 
Presiden Nomor 
114 Tahun 2020. 
Kerangka kebija-
kan tersebut men-

dukung perluasan 
akses masyarakat 
terhadap layanan 
keuangan untuk 
meningkatkan par-
tisipasi dalam ke-
giatan ekonomi.

Data historis pe-
merintah menun-
jukkan indeks in-
klusi keuangan 
Indonesia menca-
pai 76,19 persen 
pada 2020, melam-
paui target 75 pers-
en pada tahun terse-
but. Capaian itu 
menggambarkan 
p e r k e m b a n g a n 
akses keuangan 
nasional, meski-
pun peningkatan 
akses perlu diim-
bangi kemampuan 

masyarakat mema-
hami biaya, manfaat, 
hak, kewajiban, dan 
risiko produk keuan-
gan.

Tantangan tersebut 
juga menjadi perhatian 
internasional. Bank 
Dunia melalui Glob-
al Findex melaporkan 
kepemilikan rekening 
oleh penduduk dewa-
sa dunia meningkat 
dari 51 persen pada 
2011 menjadi 76 pers-
en pada 2021. Namun, 
sekitar 1,4 miliar pen-
duduk dewasa dunia 
masih belum memili-
ki rekening keuangan. 
Data itu menunjuk-
kan bahwa perluasan 
layanan keuangan ma-
sih memerlukan upaya 

berkelanjutan, 
terutama un-
tuk menjang-
kau kelompok 
yang belum 
terlayani.

Zainal ber-
harap peng-
hargaan BIK 
Award 2026 
menjadi mo-
tivasi bagi 
Pemkot Bau-
bau untuk 
memperkuat 
program edu-
kasi keuangan 
dan memper-
luas kemitraan 
dengan indus-
tri jasa keuan-
gan serta per-
guruan tinggi. 
“Dengan ca-
paian tersebut, 
P e m e r i n t a h 
Kota Baubau 
diharapkan se-
makin konsis-
ten memban-
gun ekosistem 
k e u a n g a n 
yang inklus-
if, memperlu-
as kesempa-
tan ekonomi 
bagi mas-
yarakat, dan 
m e n d u k u n g 
pembangunan 
daerah yang 
b e r k e l a n j u -
tan,” ujarnya.

Bagi Pem-
kot Baubau, 
tantangan se-
lanjutnya ada-
lah menjaga 
k e b e r l a n j u -
tan program 
agar penghar-
gaan tersebut 
b e r d a m p a k 
nyata bagi 
masyarakat . 
Keberhasilan 
inklusi keuan-
gan tidak han-
ya diukur dari 
ketersediaan 
akses, teta-
pi juga dari 
kemampuan 
warga men-
gambil kepu-
tusan finansial 
secara tepat, 
menggunakan 
layanan for-
mal secara 
bertanggung 
jawab, dan 
m e n i n g k a t -
kan ketahanan 
ekonomi kelu-
arga.(*)

Laporan: Ardi


